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Kebijakan Pinjaman Daring

DPR Minta Aturan Baru Pinjol Utamakan
Perlindungan Masyarakat

JAKARTA - Ketua DPR RI
Puan Maharani mengingat-
kan agar peraturan baru yang
tengah disusun oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk
perusahaan financial tech-
nology (fintech) peer-to-peer
(P2P) lending atau pinjaman
online atau daring (pinjol) ha-
rus mengutamakan keamanan
dan perlindungan masyarakat.

“OJK harus tegas dalam
menyusun aturan tentang pin-
jaman online dan utamakan
perlindungan juga keamanan
rakyat, Jangan sampai lebih ba-
nyak yang terilit utang pinjol,”
kata Puan dalam keterangan
yang diterima di Jakarta, Senin
(15/7).

Sebab, kata dia, kondisi ma-
syarakat Indonesia saat ini ma-
sih kurang mendapatkan liter-
asi komprehensif terkait aturan
pinjaman online sehingga me-
nyebabkan banyak vang terje-
bak utang dan berujung pada
situasi menyulitkan.

“Dalam realitasnya masya-
rakat yang terlilit utang pin-
jol semakin banyak. Sehingga
edukasi menjadi satu hal yang
penting dilakukan kepada ma-
syarakat, untuk melindungi
mereka agar tidak terjebak da-
lam kondisi gagal bayar,” tutur-
nya.

Untuk itu, dia menekankan
pentingnya edukasi, sosiali-
sasi, perlindungan regulasi,
serta pengawasan yang ketat
agar masyarakat dapat mem-
buat keputusan yang bijaksana
saat menggunakan layanan
pinjaman daring.

“Agar masyarakat memaha-
mi aturan peminjaman online
yang aman dan sesuai dengan
keadaan ekonomi setiap ma-
sing-masing individu,” ucap-
nya.

Dia mengingatkan pula OJK
harus tegas dalam menegak-
kan aturan yang menjaga agar
konsumen pinjaman daring di-
batasi cara dan angkanya.
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Dia lantas mengutip data
Statistik Fintech Lending OJK
pada tahun 2023 yang mene-
mukan bahwa generasi z dan
milenial tercatat sebagai mayo-
ritas nasabah pinjaman daring,
yakni sebanyak 54,06 persen
atau mencapai 27,1 triliun ru-
piah.
“Dari data terlihat bahwa

yang paling banyak melakukan
pinjaman online itu generasi
Z dan Milenial, ini yang harus
kita perhatikan dan lindungi,
Mereka pemimpin masa depan
bangsa yang harus dilindungi
dari permasalahan-permasala-
han seperti ini," ujarnya.

Lebih lanjut, dia memin-
ta Pemerintah dan pihak ber-
wenang lainnya memberikan
pengawasan kepada fintech
P2P lending guna memastikan
layanan pinjaman daring yang

digunakan masyarakat me-
rupakan layanan legal.
“Bagaimana  Pemerintah

menjamin agar pinjol-pinjol
ilegal tidak lagi menjamur, dan
tegas menerapkan penegakan
hukum pada pinjol-pinjol ile-
gal yang memudahkan pem-
berian syarat pinjaman tapi
sangat merugikan masyarakat
karena bunganya yang tinggi,
tuturnya.

Menurut dia, layanan pin-
jaman sedianya harus mem-
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berikan manfaat yang besar
bagi masyarakat dan mendo-
rong pertumbuhan ekonomi
yang lebih inklusif dan berke-
lanjutan.

Sebelumnya, Kepala Ekse-
kutif Pengawas Lembaga Pem-
biayaan, Perusahaan Modal
Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro, dan Lembaga Jasa Ke-
uangan Lainnya OJK Agusman
mengatakan Rancangan Per-
aturan OJK (RPOJK) mengenai
P2P lending yang mendukung
adanya relaksasi batas maksi-
mum pembiayaan produktif
saat ini dalam tahap meminta
masukan dari publik.

Dalam RPOJK tersebut di-
rencanakan penyesuaian batas
maksimum pendanaan pro-
duktif dari sebelumnya 2 miliar
menjadi 10 miliar rupiah.

“Kami merencanakan akan
menyesuaikan  batas maksi-
mum pembiayaan produktif
itu, dari 2 miliar akan ditingkat-
kan 10 miliar rupiah”s Ant/S-2



